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ABSTRAK

Muslim Amirudin. “Implementasi Prinsip-Prinsip Pembiayaan Murabahah DalamMenentukan
Pemberian Pembiayaan ( Studi Pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta) .
Program Strata 1 Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Pembiayaan merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam
keberlangsungan hidup dari suatu bank. Dalam proses pemberian pembiayaan
kepada nasabah, pihak bank tentunya memerlukan adanya suatu pertimbangan-
pertimbangan yang sangat matang sebelum memutuskan untuk memberikan
pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan
kepada bank agar kepercayaan yang merupakan sebuah unsur utama dalam
pembiayaan dapat benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan
mampu mengenai sasaran serta terjaminnya pengembalian dana pembiayaan
tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara
kedua belak pihak.

Adapun metode penelitian yang penyusun lakukan, yaitu menggunakan
metode penelitian kualitatif, hal ini melihat banyaknya sumber yang harus diteliti
di lapangan, dan memungkinkan oleh penyusun agar lebih menambah wawasan,
serta pengalaman pada dunia perbankan, khususnya di BPRS Bangun Drajat Warga
Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini mengacu pada konsep dan aplikasi sebuah
perusahaan, di mana pada akhirnya akan menjadi rekomendasi BPRS Bangun
Drajat Warga Yogyakarta dalam merealisasikannya menjadi sebuah perbankan
syariah yang lebih maju dan berkembang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip
pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Metode pengumpulan data yaitu
dengan wawancara, observasi, serta dokumentasi. \WWawancara dilakukan kepada direktur, staff
marketing BPRS Bangun Drajat Warga, serta nasabahnya. Observasi yang dilakukan adalah
dengan observasi partisipan guna memperoleh gambaran di lapangan tentang penerapan prinsip-
prinsip pembiayaan. Dan dokumentasi diperoleh dari buku, foto, catatan dan lain sebagainya yang
mendukung penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian secara garis besar, bahwa BPRS Bangun Drajat
Warga Yogyakarta dalam proses menentukan layak atau tidaknya calon nasabah
yang mengajukan pembiayaan ke BPRS Bangun Drajat Warga dalam
implementasinya lebih menitik beratkan pada aspek character, capacity, collateral.

*Kata Kunci: 5C, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul : Implementasi Prinsip-Prinsip Pembia-
yaan Murabahah Dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan ( Studi
Pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta).

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemaknaan terhadap
penelitian ini, maka seyogyanya perlu untuk ditegaskan maksud dari
masing-masing bagian penting dari judul tersebut.

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebi-
jakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan
dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun
nilai, dan sikap.! Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.?

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud imple-
mentasi dalam penelitian ini adalah proses penerapan prinsip-prinsip
pembiayaan murabahah dalam menentukan pemberian pembiayaan

kepada nasabah BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

1 Kusnandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2010), him. 233.

2 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 3,
(Jakarta : Balai Pustaka, 2005), him. 427.



2. Pembiayaan

Menurut M. Syafii Antonio pembiayaan merupakan salah satu
tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Menurut Muhammad pembiayaan merupakan pendanaan yang
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung inves-
tasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.*

Sedangkan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pem-
biayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.®

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepa-
katan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jang-

ka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah : Teori dan Praktek (Jakarta Gema Insani
Press, 2001), him. 160.

4 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,
2005), him. 17.

5 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.



3. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara
bank dengan nasabah, yang mana bank menyediakan pembiayaan
untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan
nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual
bank atau harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan, pada
saat jatuh tempo.®

Hal inipun senada dengan para fugaha yang mendefinisikan
murabahah sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok ba-
rang tersebut ditambah dengan mark-up atau margin keuntungan yang
disepakati.’

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud pembiayaan
murabahan dalam penelitian ini adalah memberikan pembiayaan
kepada nasabah untuk suatu usaha yang kemudian diangsur berda-
sarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

4. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta

BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta merupakan
sebuah lembaga keuangan syariah yang berada di Yogyakarta tepatnya
di JI. Gedong Kuning Selatan No.131. Lembaga ini banyak menawar-

kan berbagai macam produk yang membantu perekonomian masya-

® Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank
Islam (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yas, 1992), him. 106.

" Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta : Ull Press, 2005), him. 13.



rakat, diantaranya permodalan, peminjaman untuk kebutuhan pem-
belian kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

Berdasarkan penegasan dari istilah-istilah tersebut, maka yang
dimaksud judul skripsi tentang “Implementasi Prinsip-Prinsip Pembiayaan
Murabahah Dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan ( Studi Pada
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)” adalah sebuah penelitian untuk
mengetahui apakah prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi 5C (charac-
ter, capacity, capital, collateral, condition ) menjadi penentu kelayakan
dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah BPRS Bangun Drajat

Warga Yogyakarta.

. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu bank
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan
baik yang dilakukan sendiri ataupun lembaga.® Pembiayaan secara luas
berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan
untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan
sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan
dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga

pembiayaan.®

& Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah............cc......, him. 17.

® Ibid, him. 260.



Bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan, memiliki
peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas
akses pembiayaan. Dalam mengalokasikan dana pembiayaan yang akan
disalurkan kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, pastinya
tidaklah luput dari ancaman resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank.
Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa dunia usaha merupakan dunia
yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Tidak ada yang dapat
memastikan bahwa dalam semua keadaan akan mendapatkan keuntungan
dan modalnya bisa kembali utuh.’® Adapun ketidakpastian dalam dunia
perbankan yaitu dana yang sudah dikucurkan kepada masyarakat belum
tentu dapat kembali lagi ke pihak bank, dan situasi yang tidak diinginkan
oleh pihak bank yaitu timbulnya kemacetan dalam proses pelunasan
pembiayaan, karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan
bank itu sendiri. Maka dari itu, dalam proses memberikan pembiayaan
pihak bank sewajarnya tidak dengan mudah memberikan dananya kepada
masyarakat, karena diperlukan sebuah survei serta pertimbangan-
pertimbangan yang cukup matang terlebih dahulu sebelum memutuskan
bahwa calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut layak untuk
dibiayai oleh bank.

Berbagai aspek pertimbangan yang berhubungan langsung dengan
perencanaan pemberian pembiayaan setelah calon nasabah melakukan

proses pengajuan permohonan pembiayaan kepada bagian administrasi,

10 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta : Ull
Press, 2000), him. 11.



permohonan tersebut kemudian akan diteliti serta disurvei kelayakannya
oleh pejabat bank mulai dari kelengkapan administrasinya sampai dengan
kepribadian dari calon nasabah tersebut. Dalam proses meneliti calon
nasabah yang mengajukan pembiayaan ke pihak bank layak atau tidaknya
dibiayai diperlukan ketelitian dan pengalaman yang mencukupi dari
pejabat bank agar dikemudian hari tidak menimbulkan kemacetan dalam
proses pelunasan pembiayaan dari calon nasabah tersebut. Permohonan
yang dinilai layak oleh pihak bank untuk diberi fasilitas pembiayaan,
selanjutnya akan direalisasikan setelah proses akad perjanjian. Permo-
honan pembiayaan yang telah disetujui akan mendapatkan pembinaan
serta pengawasan dari bagian pembinaan guna mengamankan fasilitas
pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan paparan diatas, maka penyusun melakukan penelitian
pada BPRS BDW, mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip
pembiayaan yakni character, capacity, capital, collateral, condition dalam
menentukan pemberian pembiayaan. Adapun dasar pertimbangan memilih
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam penelitian ini disamping
dari aspek kinerja yang baik dalam penghimpunan dana, BPRS Bangun
Drajat juga memiliki prestasi yang baik dalam Kkinerja keuangannya,

dengan diraihnya penghargaan the best sharia finance instutions 2014.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan kondisi dan latar belakang diatas, maka pokok perma-
salahan yang dapat dirumuskan yaitu Bagaimanakah implementasi prinsip-
prinsip pembiayaan murabahah dalam menentukan pemberian pembiayaan

pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta ?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah Untuk
mengetahui implementasi prinsip-prinsip pembiayaan murabahah dalam
menentukan pemberian pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga

Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Secara Teoritis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sum-
bangan pengembangan keilmuan terkait dengan implementasi prinsip-
prinsip pembiayaan di lembaga keuangan islam.
2. Kegunaan Secara Praktis
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran mengenai implementasi prinsip-prinsip pembia-
yaan dalam menentukan pemberian pembiayaan yang akan disalurkan

oleh BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta.



F. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penyusun
dengan penelitian yang telah ada, maka penyusun menemukan beberapa
hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan topik penelitian ini.
Diantaranya yaitu :

Penelitian yang berjudul Analisis Implementasi 5C Bank BPR
Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi
Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga Dan PT BPR Kridaharta Salatiga),
dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa ada perbedaan yang sangat
signifikan dalam implementasi 5¢ sebagai penentu dalam pemberian kredit
antara PD BPR Bank Salatiga dengan PT BPR Kridaharta Salatiga baik
dari aspek character, capacity, capital, dan collateral masing-masing
nasabah.

Adapun penelitian lainnya yang berjudul kinerja account officer
dalam pengawasan dan pembinaan nasabah pembiayaan : persepsi nasabah
(studi pada Bank Muamalat Indonesia cabang Yogyakarta. Dari hasil
analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penga-
wasan dan pembinaan yang dilakukan oleh AO tidak begitu berpengaruh

terhadap pengembalian nasabah pembiayaan BMI cabang Yogyakarta. *?

11 pandi Afandi, Analisis Implementasi 5C Bank BPR Dalam Menentukan Kelayakan
Pemberian Kredit Pada Nasabah (Studi Kasus Pada PD BPR Bank Salatiga Dan PT BPR
Kridaharta Salatiga), Jurnal, VVol. 3:5, STIE AMA, Salatiga, 2010.

12 puji Astuti, Kinerja Account Officer (AO) dalam Pengawasan dan Pemantauan
Nasabah Pembiayaan : Persepsi Nasabah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia cabang
Yogyakarta), Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Keuangan Universitas Islam Negri Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2006, tidak dipublikasikan.



Penelitian lain yang berjudul Pengujian Kepatuhan Prosedur
Pemberian Kredit pada PT Bank Perkreditan Rakyat Shinta Bhakti Wedi
Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur
pemberian kredit dan efektifitas pemberian kredit pada PT PT Bank
Perkreditan Rakyat Shinta Bhakti Wedi Klaten.™

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang
sudah ada adalah dari segi obyek penelitiannya. Penulis mencoba meneliti
tentang implementasi prinsip-prinsip pembiayaan dengan menggunakan
pendekatan kualitatif di lembaga keuangan BPRS Bangun Drajat Warga

Yogyakarta.

G. Kerangka Teori
1. Pembiayaan
Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena
dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan
menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila penge-
lolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya

usaha bank.

13 Samini, Pengujian Kepatuhan Prosedur Pemberian Kredit pada PT PT Bank
Perkreditan Rakyat Shinta Bhakti Wedi Klaten, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negri
Yogyakarta Tahun 2004, tidak dipublikasikan.
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Menurut M. Syafii Antonio pembiayaan merupakan salah satu
tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.**

Lain halnya menurut Muhammad pembiayaan merupakan
pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk
mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri
maupun lembaga.’®

Sedangkan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pem-
biayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.®

2. Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan suatu perjanjian yang disepakati antara
bank dengan nasabah, yang mana bank menyediakan pembiayaan
untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan

nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual

14 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah : Teori dan Praktek................., him. 160.
15 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah..................., him. 17.

16 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.
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bank atau harga beli bank ditambah dengan margin keuntungan, pada
saat jatuh tempo.t’
3. Tujuan Pembiayaan
Tujuan dari pembiayaan yang dilaksanakan oleh bank syari’ah
adalah untuk memenuhi kepentingan stakeholder :®
a. Pemilik
Para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan
atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
b. Pegawai
Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahte-
raan dari bank yang dikelolanya.
c. Masyarakat
1) Pemilik Dana
Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana
yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
2) Nasabah yang bersangkutan
Para nasabah, dengan penyediaan dana baginya, mereka
terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau
terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembia-

yaan konsumtif).

17 Karnaen Perwataadmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank
Islam......ccccoeeeny, him. 106.
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d. Pemerintah
Adanya penyediaan pembiayaan membuat pemerintah
terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu
akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan
yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
e. Bank
Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pem-
biayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan
usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya,
sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.
4. Fungsi Pembiayaan
Keberadaan bank syari’ah yang menjalankan pembiayaan
berdasarkan prinsip syari’ah bukan semata-mata hanya untuk mencari
keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, namun
juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :°
1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syari’ah yang menerap-
kan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konven-
sional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan

oleh bank konvensional.

19 Yusuf, dkk, Manajemen Operasional Bank Syari’ah, ( Cirebon : STAIN Press, 2009),
him. 68.
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3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan
oleh renternir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha
yang dilakukan.

5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan
Dalam proses pemberian pembiayaan kepada calon nasabah
yang mengajukan pembiayaan kepada bank, pihak bank sangat
memperhatikan aspek teknik administratif. Aspek-aspek tersebut
meliputi :%°

a. Surat Permohonan Pembiayaan

Surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diajukan
oleh nasabah untuk berapa lama, berapa limit/plafon yang diingin-
kan, serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Surat
permohonan ini yaitu berisikan identitas pemohon, legalitas (akta
pendirian/ perubahan, perjanjian-perjanjian), atau bukti kepemi-
likan agunan (jika diperlukan).

b. Proses Evaluasi

Bank Syari’ah tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-
hatian serta aspek lainnya dalam penilaian suatu permohonan.
Prinsip tersebut diharapkan mampu memperoleh analisis yang
cukup cermat dan akurat. Proses evaluasi ini meliputi sebagai

berikut :

20 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah....................., him. 43.
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2)
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Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap
Pemohon yang tidak didukung dengan data dan dokumen yang
lengkap tidak dapat diproses. Cepat atau lambatnya proses
permohonan pembiayaan biasanya ditentukan pada tahap ini.
Jika dipaksakan (baik oleh nasabah maupun pimpinan bank),
hasil akhirnya sangat riskan yang kemungkinan besar menim-
bulkan kerugian di pihak bank dan nasabah yang bersangkutan.
Proses penilaian, proses ini dapat dilakukan melalui beberapa
tahapan kantor bank syari’ah, yaitu :
a) Kantor Pusat
a.1l. Permohonan dari kantor cabang
a.2. Unit penilai di kantor pusat atau wilayah melakukan
review atau permohonan nasabah yang telah dilakukan
penilaian atau analisis oleh kantor cabang
a.3. Komite pembiayaan (kantor pusat/wilayah)
a.4. Keputusan
a.5. Unit peneliti (kantor pusat/wilayah) meneruskan kepu-
tusan kantor pusat/wilayah ke kantor cabang yang ber-
sangkutan
a.6. Keputusan diterima kantor cabang, dengan keputusan :
a.6.1. Ditolak : maka keputusan kantor pusat atau kan-
tor wilayah tersebut diteruskan ke pemohon yang

bersangkutan.
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a.6.2. Dipenuhi : persetujuan kantor pusat atau kantor
wilayah diteruskan ke pemohon, penandatangan-
an akad, pengamanan pembiayaan, realisasi, pe-
mantauan, dan pelunasan atau perpanjangan.

b) Kantor Cabang
b.1. Pembuatan nota/memo penilaian oleh unit penilaian
kantor cabang
b.2. Proses pengambilan keputusan oleh komite pembiayaan
b.3. Keputusan :
b.3.1. Ditolak : oleh wunit penilai, keputusan ini
diteruskan ke nasabah pemohon
b.3.2. Disetujui : oleh unit penilai, keputusan ini
dibuatkan surat persetujuan yang memuat per-
syaratan serta klausa lainnya, penandatanganan
pembiayaan, pengamanan pembiayaan, realisasi
pembiayaan, pemantauan serta pelunasan/per-
panjangan/tambahan plafon dan lainnya
c) Format nota/memo penilaian
Format nota/memo penilaian calon nasabah yang akan
dibiayai oleh bank syari’ah mencakup hal-hal antara lain :
c.l. Informasi umum, mencakup perusahaan, status

hukum dan pemegang saham



c.2.

c.3.

c.4.

c.5.

C.6.

c.7.

c.8.

c.9.
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Aspek legalitas, mencakup Surat ljin Usaha Perda-
gangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP),
Surat ljin Tempat Usaha (SITU), Hinder Ordonan-
tie/ljin Gangguan (HO)

Aspek manajemen, meliputi struktur organisasi, repu-
tasi perusahaan, independensi, integritas, dll

Aspek pemasaran, meliputi produk dan pemasaran
serta kompetisi

Aspek sosial ekonomi

Aspek tenaga kerja, aspek yang diperhatikan oleh
bank syari’ah antara lain : tenaga kerja yang dibutuh-
kan terdiri dari skilled/unskilled labour, dari mana
berasal, dapat menyerap atau mengurangi pengang-
guran sekitar

Aspek teknis, meliputi : lokasi usaha, bangunan,
mesin, teknologi dan kelengkapan alat yang dimiliki
Aspek keuangan, meliputi : sifat laporan keuangan,
kewajaran laporan keuangan, analisis rasio, analisis
sumber dana dan penggunaan dana, proyeksi aliran
kas, penghitungan modal kerja dan penghitungan
pembiayaan investasi

Aspek komersil, produknya mudah dijual dan bahan

bakunya mudah didapat
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¢.10. Agunan/jaminan
c.11. Analisis resiko
c.12. Pertimbangan, berupa pertimbangan dari berbagai
sudut pandang
c.13. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan evaluasi, dapat
ditarik kesimpulan apakah proyek layak atau tidak
untuk dibiayai
c.14. Saran, unit kerja pemroses dapat memberikan saran
diterima dengan persyaratan atau ditolak dengan
alasan
c.15. Keputusan, keputusan diambil oleh komite pembia-
yaan
6. Unsur — Unsur Pembiayaan
Ada beberapa unsur—unsur dalam proses pemberian pembia-
yaan kepada calon nasabah diantaranya yaitu :?*
a. Kepercayaan
Dalam hal ini yang dimaksud dengan kepercayaan yaitu
keyakinan si pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang
diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar
diterima kembali. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena
sebelum dana diberikan, sudah dilakukan penelitian dan penyeli-

dikan yang mendalam tentang calon nasabah.

21 Kasmir, Manajemen Perbankan ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), him. 75.
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b. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan unsur yang harus ada dalam proses
pembiayaan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di
mana kedua belah pihak menandatangani hak dan kewajibannya
masing-masing.

Jangka Waktu

Jangka waktu atau perbedaan waktu yaitu perbedaan antara
saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada
saat pembayaran kembali dari debitur.

Resiko

Resiko yaitu sebagai akibat dari perbedaan waktu, di mana
masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti.?
Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko
kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar
pembiayaannya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibat-
kan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah

bencana alam.

22 Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perbankan Bank Umum : Teori,
Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit ( Bandung : Alfabeta,

2003), him. 3.
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e. Balas Jasa
Akibat dari pemberian fasilitas pembiayaan, bank tentu
mengharapkan suatu keuntungan yang berdasarkan prinsip syariah
balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.?3
7. Dasar Hukum Murabahah
Ditinjau dari aspek hukum Islam, praktik murabahah ini
dibolehkan baik menurut Al-Qur’an, Hadits, maupun ijma “ulama”.
Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan
pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:
a. Surat Al-Bagarah ayat 275%
2 ) e laial) ALA5% a2 3 W& V) G3a5k Y 130 5L el
Cd 21l a %A &l Dl a5 1ol Bhe W) 1516 250 el
Ssle Gag © A G ehals fall e Al G 4g) (a Ak 5alela
@ IENF R RS NpE
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat),
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang

yang Telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah

48.

23 Kasmir, Manajemen Perbankan......................, him. 75.

24 Departemen Agama RI, Al-Qur “an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2005), him.
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diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),
Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal
di dalamnya”. (QS. Al Bagarah (2) : 275)
b. Surat An Nisa’ ayat 29?°
8 34a3 (386 (V) Il &8s 280 al 136 91350 il 3 G
e e & HR A &) 2 A&LT VSR V5 2 aKin el i G
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa™ (4) :
29)
c. Hadits?®
el adle ) Joa 1 0505 08 08 4 e ela 0 s e
Y el iy gl Bsla s A a5 ol U il A& ol fes 56
(asle calol5) . gl
Artinya : Dari Suhaib Ar Rumi r.a.,, bahwa Rasulullah Saw
bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-

beli secara tangguh, mugaradhah (mudharabah), dan mencampur

% |bid, hlm. 27.
% A, Hasan, Bulughul Maraam, (Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991), him. 496.
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gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.
(HR. Ibnu Majah).
d. Ijma’

Selain  Al-Qur“an dan hadits Rasulullah SAW yang
dijadikan landasan sebagai dasar hukum murabahah, maka ijma*
ulama®™ juga dapat dijadikan acuan hukum murabahah. Hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan Abdullah Syeed : “Al-Qur*“an
tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah,
walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keun-
tungan, kerugian dan perdagangan. Karena nampaknya tidak ada
acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur“an atau hadits yang
diterima umum, para ahli hukum harus membenarkan murabahah
berdasarkan landasan lain.?’

Menurut imam Malik, murabahah itu dibolehkan (mubah)
dengan berlandaskan pada orang-orang Madinah, yaitu ada
konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum tetang orang
yang membeli baju di sebuah kota, dan mengambilnya ke kota lain
untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan
keuntungan. Imam Syafi“i mengatakan jika seorang menunjukkan
komoditas kepada seseorang dan mengatakan “kamu beli untukku,
aku akan memberikan keuntungan begini, begitu”, kemudian orang

itu membelinya, maka transaksi itu sah. Sedangkan Marghinani

2 Abdullah Syeed, Menyoal Bank Syari“ah; Kritik Atas Interprestasi Bunga Kaum
Neorevivalitas, (Jakarta: Paramadina, 2004), him. 119.
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seorang figih mazhab Hanafi membenarkan keabsahan murabahah

berdasarkan kondisi penting bagi validitas penjualan di dalamnya.

Demikian pula Nawawi dari mazhab Syafi“i, secara sederhana

mengemukakan bahwa penjualan murabahah sah menurut hukum

tanpa bantahan.?

8. Syarat dan Rukun Murabahah

Al-Kasani menyatakan bahwa akad bai** murabahah akan dika-

takan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini :?°

a.

Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga
beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu meru-
pakan syarat mutlak bagi keabsahan bai " murabahah.

Adanya kejelasan margin (keuntungan) yang diinginkan
penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada
pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentasi dari harga
beli.

Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus
merupakan barang mitsli, dalam arti terdapat padanya di pasar-
an, dan lebih baik jika menggunakan uang.

Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak
boleh berupa barang ribawi.

Akad jual beli pertama harus sah adanya.

28 1bid., him. 120.

2% Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figih Muamalah, (Yogyakarta: Celebsn Timur UH
111, 2008), him. 108-109.
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f. Informasi yang wajib dan tidak diberitahukan dalam bai“
murabahah.

Sedangkan rukun dari murabahah antara lain :*

a. Penjual (Bai’)
Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komo-
ditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen
atau nasabah.

b. Pembeli (Musytari)
Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang
untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi
dengan penjual.

c. Objek jual beli (Mabi’)
Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah
satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat
komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain
lain.

d. Harga (Tsaman)
Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena
merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah

dijual.

% Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari“ah (Panduan Teknis
Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari“ah), Sistem dan Prosedur Operasional
Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), him. 58
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ljab qobul

Para ulama figih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari
jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak
dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut
mereka ijab dan gabul perlu diungkapkan secara jelas dan
transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti

akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

9. Ketentuan Murabahah

Ketentuan murabahah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04/

DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut diatur ketentuan sebagai

berikut :3!

1. Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

a.

Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang
bebas riba.

Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari‘'ah
Islam.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang
yang telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank
sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

31 Wirdyaningsih, (ed.), Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),

him. 106.
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f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntung-
annya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur
harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang
diperlukan.

g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut
pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan
akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus
dengan nasabah.

i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli
barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dila-
kukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian
suatu barang atau aset kepada bank.

b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli
terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan
pedagang.

c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan
nasabah harusmenerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian

yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian
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tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat
kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk
membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal
pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut,
biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditang-
gung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya

kepada nasabah.

3. Jaminan dalam Murabahah

a.

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
dengan pesanannya.
Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

4. Hutang dalam Murabahah

a.

Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang
dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.
Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keun-
tungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyele-

saikan hutangnya kepada bank.
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b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran
berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah
tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.
la tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau
meminta kerugian itu diperhitungkan.

5. Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda
penyelesaian hutangnya.

b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau
jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.



28

10. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Secara umum, aplikasi perbankan dari pembiayaan murabahah
dapat digambarkan dalam skema berikut ini :*?
Gambar 1.1

Skema Pembiayaan Murabahah

1) Negosiasi & Persyaratan

2) Akad Jual Beli

BANK & NASABAH

A A

(6) Bayar

5) Terima
Barang

(3) Beli Barang ( E s (4) Kirim
’L PENJUAL

11. Prinsip—Prinsip Pembiayaan

Penilaian dalam prinsip—prinsip pembiayaan adalah dengan
prinsip 5C, adapun penilaian tersebut adalah sebagai berikut :33
a. Character
Character adalah karakter nasabah pengambil pinjaman,
yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari

pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun

32 M. Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah : Dari Teori Ke Praktik...................., him. 107.
33 Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil (Yogyakarta :

BPFE, 1996), him. 17.
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sifat-sifat pribadi yang positif, kooperatif dan juga mempunyai rasa
tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia,
kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menja-
lankan kegiatan usahanya.

Penilaian akan jauh lebih mudah dilakukan jika telah
terjalin hubungan antara pihak bank dengan calon debitur atau
dapat juga dicarikan dari informasi yang mendukung, baik itu dari
kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis.3*

Capacity

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan
usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Jadi jelas
maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai
hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk
melunasi tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.

Capital

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki
oleh calon debitur. Hal ini kelihatan kontradiktif dengan tujuan
kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana, dalam bisnis murni
semakin kaya seseorang semakin dipercaya untuk memperoleh
kredit. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat

agar tidak mudah terkena goncangan dari luar.

3% Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, edisi ke-2 (Bogor : Ghalia Indonesia,

2005), him. 89.
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d. Collateral
Collateral adalah jaminan yang telah dimiliki yang
diberikan kepada bank. Manfaat collateral yaitu sebagai alat
pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal
atau sebab — sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi
kreditnya dari usahanya yang normal. Jaminan juga dapat sebagai
alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidak-
pastian pada kurun waktu yang akan datang pada saat kredit terse-
but harus dilunasi.
e. Condition
Condition adalah keadaan usaha atau nasabah prospek atau
tidak. Adapun maksud condition of economy dimaksudkan pula
untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mem-
pengaruhi perekonomian suatu negara/suatu daerah akan membe-
rikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat

negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut.®

H. Metode Penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian survey lapangan (field
research). Penyusun menggunakan jenis ini dengan bertujuan untuk
mendapatkan beberapa informasi yang akurat sehingga dapat memper-

mudah proses pengumpulan data terhadap fenomena tertentu.

35 Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil.............., him. 17.
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1. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif dengan pertimbangan yang bertujuan
mendapatkan gambaran yang memperjelas tentang analisis pembia-
yaan di BPR Syariah Bangun Drajat Warga.*® Data yang dikumpulkan
berupa gambar dan kata-kata. Dengan demikian laporan penelitian
akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian
laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, cacatan
lapangan, dokumen, dan lainnya.*’
2. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek penelitian adalah sumber data yang diperoleh atau
informan yang dapat memberikan keterangan kepada penelitian. Ada-
pun subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan, karyawan, serta
nasabah BPR Syariah Bangun Drajat Warga Y ogyakarta.
Sedangkan obyek penelitian merupakan titik perhatian fokus
penelitian.®® Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah
implementasi prinsip-prinsip pembiayaan di BPR Syariah Bangun

Drajat Warga Yogyakrta.

% Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-8, (Jakarta: PT.
Gramedia, 2002), him. 16.

37 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja
Karya, 2012), him. 11.

3 Tatang M Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 2002), him. 92.
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3. Metode Pengumpulan Data
Dalam upaya mendapatkan keterangan yang lebih obyektif,
konkret, dan representatif, digunakan metode sebagai berikut :
a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian
manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu
utamanya selain panca indra lainnya seperti telingga, penciuman,
mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseo-
rang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca
indra lainnya.®® Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan
mengadakan pengamatan langsung di BPR Syariah Bangun Drajat
Warga.

Observasi yang akan penyusun lakukan yaitu ikut terjun
langsung ke lapangan dalam mengikuti proses pembiayaan mulai
dari proses administrasi sampai dengan pencairan pembiayaan.

b. Wawancara (interview)

Wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara
bebas terpimpin. Dalam hal ini penyusun memberikan beberapa
pertanyaan kepada responden yang tidak membatasi responden
dalam memberikan jawaban namun tidak sampai keluar jauh dari
pertanyaan yang telah diajukan dengan menggunakan tape-

recorder, handphone, dan pedoman (guide) wawancara.

39 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Kancana, 2008) him 115.
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Dalam metode wawancara ini penyusun akan mewancarai
beberapa pihak yang terkait dengan proses pembiayaan yang ada di
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta yaitu direktur, karyawan
yang bertugas melakukan analisis pembiayaan, dan juga nasabah
yang mengajukan permohonan pembiayaan.

Dokumentasi

Dokumentasi tersebut bisa didapatkan melalui dokumen
profil, buku, brosur, arsip-arsip yang ada di BPR Syariah Bangun
Drajat Warga Yogyakarta. Dokumen ini bertujuan memberikan
gambaran lebih rinci dan lengkap.

Adapun dokumentasi yang ingin diperoleh oleh penyusun
yaitu yang berkaitan dengan sistem pembiayaan di BPRS Bangun
Drajat Warga Yogyakarta yang meliputi : permohonan pembia-
yaan, proposal pembiayaan, perjanjian pembiayaan, persetujuan
pembiayaan, struktur organisasi dan personalia PT BPRS Bangun

Drajat Warga Yogyakarta.
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Gambar 1.2

Metode Pengumpulan Data*

Wawancara - > Observasi

<

\ Dokumentasi

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini
adalah terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh
langsung dari sumber pertama di lapangan yang berupa data yang
diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari
hasil penelaahan terhadap dokumen-dokumen resmi, serta buku-buku

yang menunjang penelitian ini.

40 Djaman Satori dan Aan Komarian, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Alfabeta,
2009), him. 372.
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Gambar 1.3

Metode Pengumpulan Sumber Data*

Direktur

" S

Karyawan < > Nasabah

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data yang ada, penyusun menggu-
nakan tehnik triangulasi sumber data. Triangulasi adalah tehnik peme-
riksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau perbanding terhadap data
itu.4?

Dengan data triangulasi akan diperoleh data yang valid dan
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan jenis tehnik
trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu trianggulasi
sumber data, maka tehnik dalam pengecekkan keabsahan data dengan
cara membandingkan data yang peneliti peroleh dari 3 sumber data
yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal itu dapat dicapai
dengan jalan :

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawan-

Ccara.

4 |bid, hlm. 372.
42 |_exy, J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, him 330.
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b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakannya secara pribadi.

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seeorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerin-
tahan.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang
berkaitan.*

6. Teknik Analisis Data Penelitian
Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan, dan
setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah-
langkah yang ditempuh dalam menganalisa data kualitatif adalah seba-
gai berikut :#

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya, dengan demikian data yang telah direduksi memberikan

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam

3 Ibid, him 330-331.

44 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung : ALFABETA,
2012) him 246-253.
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melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila
diperlukan.
. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antara kategori, flowchat dan sejenisnya. Dengan display data akan
mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
Conclusion Drawing/ Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan data dalam pene-
litian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya
belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
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Gambar 1.4

Skema/Alur Penelitian

Kajian Teori Kajian Empirik

\/

Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip pembiayaan

murabahah dalam menentukan pemberian pembiayaan

pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta

— g

Prinsip-prinsip Pembiayaan

A\ 4

Metode Kualitatif

Teknik Pengumpulan Data \; Observasi
Dokumentasi
A 4
Analisis Data B L Triangulasi

\ 4

Hasil Penelitian




39

Sistematika Pembahasan

Untuk membahas masalah yang diangkat secara sistematis agar
mudah dipahami dan terarah dengan baik, penyusun menggunakan siste-
matika pembahasan yang terdiri dari empat bab yang terkait antara satu
dengan lainnya dan dalam satu kesatuan bahasa yang utuh. Adapun siste-
matika pembahasan ini antara lain :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan
skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sembilan bab, yaitu pene-
gasan judul, latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan menjelaskan tentang gambaran umum lembaga
yang akan diteliti yaitu BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta,
yang meliputi sejarah berdiri dan perkembangannya, jenis-jenis produk
dalam operasionalnya, dan juga struktur organisasi.

Bab ketiga, bab ini merupakan isi dan pokok dari skripsi, berisikan
tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan hasil dari analisa
data yang telah dilakukan.

Bab keempat, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
saran-saran bagi perusahaan yang diteliti agar dalam mengembangkan
usahanya ke depan bisa menunjukkan hasil yang lebih baik lagi, serta

dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan yang telah dicapai.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di BPRS
Bangun Drajat Warga Yogyakarta mengenai implementasi prinsip-prinsip
pembiayaan dalam menentukan pemberian pembiayaan layak atau
tidaknya calon nasabah tersebut untuk dibiayai maka dapat diambil
kesimpulan. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dalam proses
menentukan layak atau tidaknya calon nasabah yang mengajukan pem-
biayaan ke BPRS Bangun Drajat Warga dalam implementasinya lebih
menitik beratkan pada aspek character, capacity, collateral. Segi
character dinilai sangat penting oleh BPRS Bangun Drajat Warga
dikarenakan hal ini didasarkan atas etikat baik dari calon nasabah akan
lebih penting karena dengan sudah memiliki etikat yang baik sejak awal
maka kemungkinan pembiayaan tersebut dikemudian hari akan berjalan
dengan lancar dan terminimalisir dari masalah kemacetan dalam proses
angsuran dari nasabah tersebut. Langkah yang ditempuh oleh pihak BPRS
Bangun Drajat Warga agar dapat mengetahui personalitas dari calon
nasabah yaitu bisa dilihat dari hasil wawancara langsung dengan calon
nasabah, Bl checking, atau memantau melalui lingkungan tempat calon

nasabah tersebut.
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Kapasitas dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaanpun
juga tak luput dari perhatian BPRS Bangun Drajat Warga, dengan
kapasitas yang baik dari calon nasabah besar kemungkinan pengembalian
dana yang telah diberikan kepada nasabah tersebut dapat berjalan dengan
lancar dan tepat pada waktunya. Guna lebih memberikan keamanan bagi
pihak BPRS Bangun Drajat Warga atas dana yang telah diberikan kepada
nasabah maka dalam proses pengajuan permohonan pembiayaan pihak
bank mensyaratkan bagi calon nasabah untuk menyertakan sebuah barang
jaminan, dan pihak BPRS Bangun Drajat Warga dalam hal ini bisa
menerima sebuah jaminan dalam bentuk aktiva tetap, aktiva bergerak,
cash collateral, serta personal garansi.

Disamping itu dalam mempraktikan pembiayaan murabahah pihak
BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta sudah cukup baik prosesnya
mulai dari calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke
customer service, kemudian customer service akan menyerahkan data dari
calon nasabah ke admin pembiayaan yang kemudian data tersebut akan di
analisis oleh account officer, apabila account officer menilai calon nasabah
tersebut layak untuk dibiayai maka akan dibuatkan proposal pengajuan
pembiayaan yang kemudian diajukan ke komite, dan ketika pihak komite
menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, maka account officer akan
membuat jadwal dengan calon nasabah untuk melakukan akad
pembiayaan, setelah proses akad selesai maka pihak bank akan langsung

membelikan barang yang diinginkan oleh calon nasabah yang kemudian



90

barang tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke alamat rumah nasabah.
Setelah nasabah menerima barang yang telah dipesannya maka nasabah
berkewajiban mengansur biaya pembiayaan tersebut setiap bulannya

sampali jatuh tempo yang telah disepakati bersama.

B. Saran

1. BPRS Bangun Drajat Warga harus lebih mengoptimalkan prinsip-
prinsip pembiayaan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dibu-
tuhkan kejelian dan perhitungan yang tepat ketika menilai layak atau
tidaknya calon nasabah dibiayai. Maka dari itu untuk mendapatkan
pejabat bank dalam hal ini seorang Account Officer yang handal diper-
lukan perekrutan yang tepat, kendala yang terjadi memang posisi ini
kurang diminati oleh seorang pelamar namun kondisi ini jangan men-
jadikan dalam merekrut petugas Account Officer menjadi asal-asalan
karena posisi ini merupakan salah satu yang sangat menentukan maju
atau tidaknya bank.

2. BPRS Bangun Drajat Warga lebih banyak memberikan pelatihan yang
berkelanjutan kepada para Account Officer sehingga akan mampu
meningkatkan kemampuan pengamatan layak atau tidaknya calon
nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk dibiayai. Terlebih
lagi posisi ini merupakan posisi yang harus mengikuti perkembangan

Zaman.
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3. BPRS Bangun Drajat Warga harus selalu meningkatkan kesolitan
antara setiap tim baik itu divisi marketing atau divisi yang lainnya
karena untuk mencapai perusahaan yang besar tidak dapat dilakukan
dengan cara berjalan secara sendiri-sendiri.

4. Sebagai upaya pengembangan akademik, diharapkan penelitian ini
dapat dilanjutkan oleh penelitian lain dengan objek dan sudut pandang
yang berbeda. Sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu Manejemen

Lembaga Keuangan Islam bagi jurusan Manajemen Dakwah.
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DAFTAR WAWANCARA (INTERVIEW GUIDE)

Penelitian di BPRS Bangun Drajat Warga

A. Wawancara kepada Direktur :

1.

2.

10.

Sejak awal berdirinya BDW pencapaian apa saja yang telah diraih?
Dari segi manakah yang membedakan produk yang ditawarkan oleh
BDW dibsndingkan dengan produk bank syariah lainnya?

Manakah dari sekian produk yang ditawarkan memiliki peminat lebih
banyak atau setingkat lebih unggul?

Bagaimanakah prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di BPRS
Bangun Drajat warga?

Syarat dan ketentuan apa saja yang harus dipenuhi bagi calon nasabah
yang mengajukan pembiayaan murabahah di BDW?

Dari segi manakah yang membedakan skema pemberian pembiayaan
murabahah dengan pembiayaan yang lainnya?

Kenapa pihak BDW mengharuskan sebuah jaminan lebih tinggi dari
nilai pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah?

Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat serta resiko yang
akan dihadapi dalam proses pembiayaan murabahah?

Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai layak atau tidaknya karakter
calon nasabah yang mengajukan pembiayaan?

Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai layak atau tidaknya kapa-

sitas yang dimiliki dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan?



11. Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai layak atau tidaknya jaminan
yang dimiliki oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan?

12. Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai layak atau tidaknya capital
yang dimiliki oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan?

13. Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai kondisi ekonomi dari calon
nasabah yang mengajukan pembiayaan?

14. Bagaimanakah kriteria yang harus dipenuhi sebagai petugas account
officer di BPRS Bangun Drajat Warga?

15. Bagaimanakah langkah yang ditempuh pihak BDW guna meningkat-

kan kualitas dari petugas account officer?

B. Wawancara dengan karyawan

1. Bagaimanakah penerapan tentang pembiayaan murabahah di
lapangan?

2. Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai layak atau tidaknya karakter
calon nasabah yang mengajukan pembiayaan?

3. Bagaimanakah metode yang digunakan ketika mewawancarai langsung
kepada calon nasabah?

4. Bagaimanakah metode yang digunakan dalam mendapatkan data
melalui cek lingkungan?

5. Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai layak atau tidaknya kapa-

sitas yang dimiliki dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan?



6. Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai layak atau tidaknya jaminan
yang dimiliki oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan?

7. Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai layak atau tidaknya capital
yang dimiliki oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan?

8. Bagaimanakah pihak BDW dalam menilai kondisi ekonomi dari calon

nasabah yang mengajukan pembiayaan?

C. Wawancara dengan nasabah

1. Kenapa memilih BPRS Bangun Drajat Warga dalam mengajukan
pembiayaan dan jenis pembiayaan apa yang diambil?

2. Tujuan bpk mengajukan pembiayaan ke BPRS Bangun Drajat Warga
untuk keperluan apa?

3. Bagaimana proses dalam pengajuan pembiayaan yang Bapak ambil?

4. Bagaimanakah proses akad pembiayaan yang Bapak ajukan?

5. Dalam proses pengajuan pembiayaan benarkah pihak bank menanyai
penghasilan dan pengeluaran Bapak? Bagaimana cara pihak bank
menanyakan hal tersebut kepada Bapak?

6. Selain menanyakan penghasilan Bapak, pihak BDW apa juga mengha-
ruskan Bapak memberikan uang muka?

7. Dalam pemenuhan persyaratan pengajuan pembiayaan apa Bapak juga
menyertakan sebuah barang jaminan? Jaminan dalam bentuk apa yang

Bapak jaminkan ke pihak bank?



8. Setelah pihak bank menerima jaminan dari Bapak apa petugas bank
memberikan/menghitung nilai jual dari jaminan tersebut? Bagaimana-

kah cara pihak bank menghitungnya?
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Pelayanan Teller

Wawancara Dengan Direktur Wawancara Dengan Karyawan



Wawancara Dengan Nasaabah Pelayanan Satpam
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